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Indonesia merupakan negara demokrasi partisipasi politik warganegara berawal dari 
pemahaman bahwa kedaulatan negara berasal dari rakyat. Karena itu dalam pelaksanaannya 
semua pengambilan keputusan politik harus melibatkan peran serta rakyat.Hal tersebut bertujuan 
agar setiap kebijakan politik yang nanti dihasilkan benar-benarmemprioritaskan kepentingan 
rakyat. Segala praktik penyelenggaraan kekuasaan negara haruslah berpijak pada aspirasi rakyat. 
Secara eksplisit landasan konstitusional penyelenggaraan kekuasan negara secara demokratis  
tertuang dalam Pasal1ayat (2) UUD 1945 Amandemen, bahwa kedaulatan negara berada 
ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.Metode kajian menggunakan 
pendekatan kualitatif.  
Pasal  28 UUD 1945 Amandemen menjelaskan, Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, 
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-
undang.Diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kota Semarang, 
yaitusosialisasi pendidikan politik praktis secara berkala dan berkelanjutan ke kampung-
kampung, desa-desa/kelurahan di Kota Semarang dengan tujuan agar generasi milenial di era 
disrupsi di mana mereka dapat memberikan kontribusi suara dan sikap berpolitik praktis yang 
berkarakter di media-media sosial sehingga mereka berkesempatan dan bertanggung-jawab 
dalam kehidupan politik praktis sesuai dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945. Demokrasi itu 
menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap warganegara, di mana hak warganegara itu melekat 
dalam diri tiap-tiap individu (perorangan), akan tetapi juga ia harus faham tentang kewajibannya 
sebagai warganegara Indonesia yang baik yang berpijak pada ideologi Pancasila dan UUD 1945.  
 




Di negara demokrasi partisipasi 
politik warganegara berawal dari 
pemahaman bahwa kedaulatan negara 
berasal dari rakyat. Karena itu dalam 
implementasinya segala pengambilan 
keputusan politik harus melibatkan peran 
serta rakyat di dalamnya.Hal tersebut 
bertujuan agar setiap kebijakan politik yang 
nanti dihasilkan benar-benar 
merepresentasikan kepentingan rakyat. 
Negara Kesatuan Republik Indonesia 
merupakan negara demokrasi. Karena itu 
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segala praktek penyelenggaraan kekuasaan 
negara haruslah berdasarkan pada kehendak 
rakyat.Secara eksplisit landasan 
konstitusional penyelenggaraan kekuasan 
negara secara demokratis  termaktub dalam 
Pasal1 ayat (2) UUD 1945 Amandemen, 
bahwa: Kedaulatan negara berada ditangan 
rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar. 
Menurut Peter Merkl (dalam 
Budiardjo, 2008: 15), Politik dalam bentuk 
yang paling baik adalah usaha mencapai 
suatu tatanan sosial yang baik dan 
berkeadilan (Politics, at its best is a noble 
quest for a good order and justice). Persepsi 
mengenai baik dan adil dipengaruhi oleh 
nilai-nilai serta ideologi masing-masing dan 
zaman yang bersangkutan. (Wibowo, 2016: 
74). 
Dengan demikian, segala 
pengambilan keputusan politik haruslah 
bersumber pada kehendak rakyat. Sebagai 
wujud nyata pengakuan negara terhadap 
kedaulatan rakyat adalah dengan melibatkan 
atau mengikutsertakan warganegara 
Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam 
menentukan arah kebijakan politik. Dalam 
konstitusi Negara Republik Indonesia 
terdapat beberapa ketentuan yang menjadi 
landasan yuridis pengakuan negara bagi 
pelaksanaan partisipasi politik warganegara. 
Dalam UUD 1945 Amandemen 
jaminan terhadap pelaksanaan partisipasi 
politik warganegara tercantum pada Pasal 22 
(e)Tentang Pelaksanaan Pemilihan 
Umum,Pasal 28 tentang kemerdekaan 
berserikat dan berkumpul  serta 
mengeluarkan pendapat,Pasal 28 (d) tentang 
kesempatan yang sama bagi warganegara 
dalam pemerintahan serta pasal-pasal 
lainnya.Selain itu terdapat juga ketentuan 
undang undang mengenai jaminan 
pelaksanaan partisipasi politik seperti 
termuat  dalam UU No.12 Tahun 2005 
tentang Jaminan dan Perlindungan Negara 
terhadap Hak-hak Sipil dan Politik 
Warganegara,seperti hak menyampaikan 
pendapat, hak berserikat, hak memilih dan 
dipilih, hak yang sama dihadapan hukum 
dan pemerintahan serta  hak mendapatkan 
keadilan,UU No. 22/2007 tentang 
penyelenggarakan pemilihan umum  secara 
langsung, umum, bebas,rahasia, jujur dan 
adil,UU No/2008 tentang Partai Politik. UU 
No.10/2008 tentang Pemilu Legislatif 
Anggota DPR, DPRD dan DPD serta UU 
No.42/2008 tentang Pemilu Presiden dan 
Wakil Presiden, serta Undang-Undang 
No.15/2011 tentang Penyelenggaraan 
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Pemilihan Umum. Akan tetapi menjadi 
persoalan saat ini di era pasca reformasi 
keikutsertaan warganegara dalam kehidupan 
politik menurun. Justru yang nampak 
muncul adalah pemberdayaan media-media 
sosial yang disalahgunakan dengan berita-
berita hoaks, adu domba, menebar 
kebencian, fitnah, dan politik yang tidak 
sehat mengganggu ketertiban umum, 
persatuan dan kesatuan bangsa. Politik 
memecah belah antara rakyat, umaro dan 
ulama cenderung lebih tajam. Hal ini 
menandakan pengetahuan dan pendidikan 
politik rakyat jauh dari nilai-nilai demokrasi 
itu sendiri dan mengesampingkan hak dan 
kewajibannya sebagai warganegara yang 
baik. Ibarat suatu perusahaan produk 
minuman sebelum mempromosikan 
produknya (iklan di TV dan media cetak), 
mereka harus mendistribuskan terlebih 
dahulu produk minuman tersebut di pasar-
pasar, seperti minimarket, supermaket dan 
pasar-pasar tradisional, sehingga saat produk 
minuman tersebut tayang di TV dan media 
cetak, konsumen sudah bisa langsung 
membeli produk minuman tersebut. 
Hal ini identik dengan sosialisasi 
pendidikan politik praktis kepada generasi 
milenial saat menjelang Pilpres 2019, 
mereka sudah siap untuk memberikan suara 
dan sikap politiknya kepada kandidat capres 
dan cawapresnya tanpa adanya fitnah, berita 
hoaks, adu domba, konflik dan chaos dalam 
kehidupan masyarakat. Komunikasi politik 
sangat penting dan dominan dalam 
memberikan kontribusi kepada generasi 
milenial sehingga mereka memanfaatkan 
media-media sosial dengan tujuan 
membangun kehidupan politik yang 
demokratis dan sehat.  
METODE 
Penulis menggunakan metode 
penelitian deskriptif kualitatif dan studi 
kepustakaan, di mana penulis melakukan 
literatur review menurut data-data yang 
diperlukan sebagai bahan primer dan 
sekunder penulisan karya ilmiah ini. 
Penelitian ini mendeskripsikan tentang 
masalah yang akan diangkat lalu ditafsirkan 
yang brpijak pada teori-teori yang penulis 
digunakan dalam penelitian ini. Penelitian 
deskriptif menyajikan suatu ilustrasi secara 
detail mengenai satu keadaan dan situasi 
khusus, setting sosial, atau hubungan. 
Banyak temuan penelitian sosial dalam 
bentuk jurnal digunakan untuk membuat 
putusan kebijakan adalah deskriptif. Hasil 
penelitian deskriptif juga sangat penting 
sebagai sumber pembentukan teori dan 
hipotesis (Silalahi, U. 2010: 27). 
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Dari metode penelitian desktiptif dan 
studi kepustakaan di atas, maka penulis 
menemukan 3 (tiga) teori untuk mengkaji 
dan menganalisisnya, yaitu: 
1.  Pendidikan Politik 
Menurut Kantaprawira (2004:55-56), 
pendidikan politik adalah untuk 
mengembangkan pengetahuan politik rakyat 
agar mereka dapat berperan serta 
denganmaksimal dalam kehidupan politik 
negara. Sesuai paham kedaulatan rakyat atau 
demokrasi, rakyat harus dapat berpartisipasi 
dengan baik. Bentuk-bentuk pendidikan 
politik dapat dilakukan melalui: (a) bahan 
bacaan seperti surat kabar, majalah, dan 
lain-lain bentuk publikasi massa yang biasa 
membentuk pendapat umum; (b) siaran 
radio dan televisi serta film (audio visual 
media); dan (c) lembaga atau asosiasi dalam 
masyarakat seperti masjid atau gereja tempat 
menyampaikan khotbah, dan juga lembaga 
pendidikan formal ataupun non formal. 
Undang-Undang No.2/2008 Pasal 1 
ayat (1) tentang Partai Politik.Partai politik 
didefinisikan sebagai organisasi yang 
bersifat nasional dan dibentuk oleh 
sekelompok warganegara Indonesia secara 
sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan 
cita-cita untuk memperjuangkan dan 
membela kepentingan politik anggota, 
masyarakat,bangsa dan negara, serta 
menjaga keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia berdasarkan ideologi 
Pancasila dan UUD1945. Dalam perspektif 
kelembagaan, partai politik adalah mata 
rantai yang menghubungkan antara rakyat 
dan pemerintah. Atau dalam bahasa lain, 
partai politik menjadi jembatan antara 
masyarakat sipil dengan pemerintah 
(Timothy,1999: 11). 
2.  Filosofi, Manusia, dan Masyarakat: 
Filosofi Politik Burkean (Machiavelli-
Rawls, Losco dan Williams, 2005: 339) 
 
Pengaruh kebebasan bagi individu-
individu adalah, bahwa mereka bisa 
melakukan apa yang mereka suka; 
kita perlu mengamati apa yang 
membuat mereka suka 
melakukannya, sebelum kita 
mempertaruhkan (risk) ucapan-
ucapan selamat, yang mungkin 
segera berubah menjadi keluhan-
keluhan. 
 
3  Partisipasi Politik (Budiardjo, 2007: 367) 
Menurut Miriam Budiardjo, 
partisipasi politik adalah kegiatan seseorang 
atau kelompok orang untuk ikut serta aktif 
dalam kehidupan politik, antara lain dengan 
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jalan memilih pimpinan negara dan, secara 
langsung atau tidak langsung, 
mempengaruhi kebijakan pemerintah (public 
policy). Kegiatan ini mencakup tindakan 
seperti memberikan suara dalam pemilihan 
umum, menghadiri rapat umum, 
mengadakan hubungan (contacting) atau 
lobbying dengan pejabat pemerintah atau 
anggota parlemen, menjadi anggota partai 
atau salah satu gerakan sosial dengan 
directactionnya, dan lain sebagainya. 
Sedangkan menurut McClosky 
(1972: 252) 
Partisipasi politik adalah kegiatan-
kegiatan sukarela dari warga 
masyarakat melalui mana mereka 
mengambil bagian dalam proses 
pemilihan penguasa, dan secara 
langsung atau tidak langsung, dalam 
proses pembentukan kebijakan 
umum (The term political 
participation will refer to those 
voluntary activities by which 
members of a society share in the 
selection of rulers and, directly or 
indirectly, in the formation of public 
policy). 
Dalam hubungan dengan negara-
negara baru Samuel P. Huntington dan Joan 
M. Nelson dalam No Easy Choice: Political 
Participation in Developing 
Countries(1977: 3), memberi pengertian 
yang lebih komprehensif termasuk secara 
eksplisit tindakan ilegal dan kekerasan. 
Partisipasi politik adalah kegiatan warga 
yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang 
dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan 
keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa 
bersifat individual atau kolektif, terorganisir 
atau spontan, mantap atau sporadis, secara 
damai atau dengan kekerasan, legal atau 
ilegal, efektif atau tidak efektif. (By political 
participation we meant activity by private 
citizens designed to influence goverment 
decision making. Participation may be 
individual or collective, organized or 
spontaneous, sustained or sporadic, 
peaceful or violent. Legal or illegal, 
effective or ineffective). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Paradigma baru perkembangan 
teknologi semakin pesat, terutama di bidang 
teknologi informasi berbasis internet maka 
dominasi media komunikasi semakin kuat. 
Sebab itu, saat ini media telah menjadi salah 
satu kebutuhan utama bagi setiap individu. 
Hal ini seiring bersamaan telah 
ditemukannya elemen-elemen media yang 
berbasis internet, sehingga dominasi 
informasi menjadi satu hal yang tidak sulit 
ditemukan di seluruh negara-negara dunia, 
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dengan mengakses lewat internet tentang 
informasi, hiburan, pendidikan, politik, 
ekonomi, dan lain sebagainya. (Atikah dan 
Maksudi, 2018: 154). 
Selanjutnya menurut Atikah dan 
Maksudi (2018), atas fenomena itu, 
komunikasi yang awalnya hanya sebatas 
pada proses interaksi antar individu secara 
langsung tatap muka, sekarang berkembang 
pesat secara online model internet. 
Dalam rangkaian pelaksanaan 
pemilihan umum (pemilu) sosialisasi 
pendidikan politik praktis merupakan salah 
satu tahapan penting sehingga prosesnya 
tidak bisa dikesampingkan oleh 
penyelenggara pemilu. Banyak kasus yang 
terjadi memperlihatkan bahwa proses 
sosialisasi pendidikan politik praktis yang 
tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi 
itu sendiri dan bertolak belakang 
denganfalsafah Pancasila dan UUD 1945 
sebagai ideologi negara dan sumber hukum 
bangsa Indonesia. Pemilu baik pilpres dan 
pilkada merupakan hal yang sangat penting 
di saat sebagian masyarakat masih 
mempertanyakan tentang pentingnya pemilu 
bagi mereka, pada saat masyarakat pesimis 
bahwa pemilu dapat membawa perubahan 
yang berarti bagi kehidupan sosial dan 
kesejahteraan ekonomi. Di tengah-tengah 
munculnya pesimisme masyarakat soal 
pemilu maka pendidikan pemilu menjadi 
penting untuk dilakukan dengan tujuan 
untuk memberikan pemahaman yang baik 
kepada masyarakat tentang pentingnya 
pemilu, sehingga muncul sikap pro-aktif dari 
masyarakat, terutama generasi milenial 
untuk memberikan hak suaranya secara baik, 
benar dan penuh tanggung-jawab sesuai 
dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945. 
Menurut Prasetya (2013: 232), 
perkembangan teknologi komunikasi yang 
pesat di era disrupsi telah menjadi suatu 
fenomena tersendiri yang menarik untuk 
dikaji, terutama oleh negara (c.q. 
Menkominfo, Menkopolhukam, dan KPU) 
dalam rangka untuk mensosialisasikan 
pendidikan politik praktis bagi kaum 
milenial. Salah satu bagian dari teknologi 
komunikasi yang dikenal oleh masyarakat 
selain TV dan media cetak adalah internet 
yaitu komunikasi berbasis online ataudisebut 
dengan new media. Internet disebut new 
media karena belum ada definisi internet 
secara jelas bahwa internet itu merupakan 
media massa. 
Selanjutnya menurut Prasetya (2013: 
233), media massa sebagai salah satu bagian 
yang tidak dapat dipisahkan satu sama 
lainnya dalam kehidupan bermasyarakat, 
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berbangsa dan bernegara telah memberikan 
pengaruh signifikan yang baik dan buruk 
terhadap kehidupan politik di Indonesia, 
terutama kepada kaum milenial yang baru 
melek politik tapi mereka masih muda dan 
buta dalam politik. Berbagai bentuk 
tayangan di media massa mampu 
menyajikan fakta sosial dalam kehidupan 
masyarakat luas.  
Media massa telah berkembang pesat 
yang mampu menggiring public opinion di 
tengah-tengah masyarakat yang masih 
belum dewasa pola pikirnya (mindset) 
sehingga kaum milenial seringkali tidak 
mampu membedakan antara fakta dan hoaks 
yang bisa menimbulkan konflik dan chaos di 
saat menjelang Pilpres 2019. Hal ini terlihat 
jelas bahwa kaum milenial tidak dapat 
berpikir secara dewasa dan ilmiah dalam 
mengolah berita-berita yang tayang dan 
beredar di media massa terutama di new 
media yang berbasis internet secara online. 
Perbincangan soal kaum milenial di 
Indonesia makin dominan 
https://news.detik.com/kolom/d-
3755077/milenial-politik-dan-media-sosial di 
akses tgl 30 Maret 2019 pukul 13.15 wib. 
Kisaran usia milenial sendiri masih 
sedangdalam perdebatan. 
Majalah Newsweek, milenial adalah 
generasi yang lahir di kisaran tahun 1977-
1994. PEW Research Center menyatakan 
lahir di atas tahun 1980. Sementara itu, 
Majalah TIME menilai milenial lahir pada 
tahun 1980-2000.  
Meski kisaran soal usia masih 
menjadi perdebatan, tak bisa dibantah bahwa 
milenial menjadi kelompok yang paling 
didekati saat ini. Dalam panggung politik 
Indonesia, kita bisa melihat banyak tokoh 
beramai-ramai mengklaim dirinya paling 
milenial. Mulai dari gaya fesyen, gaya 
bicara, hingga gaya bermedia sosial pun 
harus sesuai dengan selera milenial. 
Hal ini wajar-wajar saja,sebab  
menurut Saiful Mujani Research & 
Consulting (SMRC), pemilih berusia 17-38 
tahun mencapai 55% pada Pilpres 2019 
nanti. Pemilih dengan rentang usia ini bisa 
dikatakan sesuai dengan kisaran usia kaum 
milenial yang disebutkan berbagai media di 
atas.  
Mendekati generasi milenial bukan 
tanpa tantangan. Majalah TIME pada 2013 
memberikan label kepada generasi milenial 
sebagai "The Me Me Me Generation". 
Milenial, menurut TIME, dinilai sebagai 
generasi yang individualistik, sangat 
bergantung pada teknologi, dan apatis 
terhadap politik.  
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Di Indonesia, dominasi apatis politik, 
hal ini ditunjukkan oleh survei yang dirilis 
oleh CSIS dan Litbang Kompas. Survei 
CSIS yang dirilis pada awal Nopember lalu 
menunjukkan hanya 2,3% dari generasi 
milenial yang tertarik dengan isu sosial-
politik, yaitu salah satu isu yang paling tidak 
disukai oleh kaum milenial. Litbang Kompas 
juga menunjukkan hanya 11% dari kaum 
milenial yang siap menjadi anggota partai 
politik. Di tengah arus mindset bahwa 
generasi milenial adalah generasi yang 
apatis terhadap politik, justru dunia politik 
sedang mengalami naik daunnya kiprah 
politik kaum milenial terlepas dari 
pandangan dan sikap politik mereka.  
Kita bisa melihat Macron (39) 
menjadi Presiden termuda Perancis dalam 
sejarah, atau Sebastian Kurtz (31) yang 
disebut sebagai pemimpin dunia termuda, 
dan Nathan Law (23) pada usianya yang 
begitu muda mampu memperoleh 50.000 
suara dan terpilih menjadi anggota Parlemen 
Hong Kong.  
Menurut Chairul Tanjung (2019), 
saat ini kita mengalami dua disrupsi yang 
luar biasa yaitu bidang teknologi karena 
revolusi industri 4.0 dan gaya hidup karena 
adanya perubahan generasi yang membawa 
perubahan gaya hidup, papar Chairman CT 
Crop, saat mengisi Executive Lecture Series 
yang digelar Pusat Studi Kebijakan dan 
Kependudukan (PSKK) UGM, di University 
Club UGM, Jum’at (30/11).  
Dia menyebut bahwa teknologi 
digital berkembang maju dan pesat akibat 
disrupsi. Tren perkembangan teknologi telah 
bergeser sehingga perusahaan teknologi 
digital merajai ekosistem dan ekonomi 
dunia.Misalnya, perusahaan General Electric 
(GE) dulu mampu menguasai dunia. Namun, 
saat ini perusahaan berbasis teknologi 
seperti Google, Facebook, dan lain 
sebagainyasebagairaja ekonomi dunia. 
Tantangan, ancaman, dan peluang 
lain adalah dalam kehidupan masyarakat 
demokrasi. Diperkirakan setidaknya 5 juta 
orang akan kehilangan pekerjaan secara 
otomasi. Dengan demikian, muncul isu-isu 
hangat berkisar pada kebijakan publik dan 
kinerja pemerintahan, khususnya Pemkota 
Semarang. Chairul Tanjung menekankan 
bahwa di era disrupsi banyak investor asing 
yang masuk ke Indonesia sehingga investor 
lokal kalah bersaing. Ditambah dengan 
kontribusi sektor industri yang makin anjlok. 
Jika Pemerintah Pusat dan Pemkot 
Semarang tidak memberikan antisipasi 
perkembangan teknologi komunikasi dan 
informasi yang berbasis internet secara 
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online, maka akan berdampak pada kaum 
milenial yang banyak berminat menyalurkan 
aspirasi politiknya melalui media-media 
sosial dengan nada yang tidak berimbang 
antara fakta dan hoaks yang dapat merubah 
mindset mereka. Sebab itu paradigma baru 
telah menggeser pola pikir kaum milenial di 
era disrupsi ini. 
Dengan demikian, dibutuhkan 
adanya revolusi sistem pendidikan nasional 
di Indonesia untuk melahirkan sumber daya 
manusia yang berkualitas dalam 
berkompetisi dengan bangsa-bangsa di 
dunia. Sistem pendidikan nasional bersifat 
normatif, sebab itu maka perlu 
diutamakanpotensi sumber daya manusia 
(SDM) pada aspek kreativitas, inovasi, dan 
kewirausahaan. Sikap yang diambil harus 
mampu untuk menghadapai tantangan, 
ancaman, dan peluang dalam arus 
globalisasi di era disrupsi. 
Selanjutnya menurut Chaerul 
Tanjung, fungsi pendidikan diharapkan bisa 
menghasilkan sumber daya manusia yang 
bermutu, produktif, efektif, efisien, kreatif, 
inovatif, serta berjiwa wirausaha sehingga 
penting bagi pendidikan nasional melakukan 
perubahan paradigma ini”, sehingga kaum 
milenial memiliki kesempatan membuka 
peluang kerja sendiri dan berpartisipasi 
dalam kehidupan politik menjelang Pilpres 
2019. Bagi kaum milenial peluang kerja dan 
aktivitas politik tidak terpisahkan antara satu 
dengan lainnya, mereka melihat berita-berita 
di media-media sosial antara fakta dan 
hoaks, tidak bisa dihindari.  
Pelayanan publik sebagai penggerak 
utama juga dianggap strategis oleh semua 
aktor dari unsur good governance. Para 
pejabat publik, unsur-unsur dalam 
masyarakat sipil dan dunia usaha secara 
bersamaan memiliki kepentingan terhadap 
perbaikan kinerja pelayanan publik (UNDP, 
1997). 
Menurut Dahlan dan Sumaryana 
(2017: 47),  pembangunan ekonomi, 
pemanfaatan sistem teknologi informasi, 
pembangunan sosio-politik, dan produk 
hukum lembaga legislatif belum berdampak 
langsung terhadap peningkatan kemakmuran 
masyarakat dan kesejahteraan umum. 
Menurut Dearlina (2016: 209), 
pengelolaan potensi sumber daya manusia 
akan membawa manusia untuk menghadapi 
berbagai tantangan baik secara internal 
maupun eksternal diri serta mempunyai 
kemampuan untuk mencapai tujuannya, hal 
tersebutsejalan dengan pendapat  Sondang 
(2011), bahwa keterpurukan kehidupan 
suatu masyarakat yang menahun, hal ini 
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sebagai sebab-akibat rendahnya kualitas 
potensi sumber daya masyarakat, terutama 
kaum milenial sebagai generasi penerus 
bangsa di masa akan datang. Sebab itu, 
potensi sumber daya manusia haruslah 
ditumbuhkembangkan dan dibina secara 
terus menerus dan berkelanjutan untuk 
peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, 
terutama kaum milenial dalam tantanan 
sosial budaya, ekonomi, dan politik, 
terutama dalam menjelang Pilpres 2019. 
SIMPULAN 
Pelaksanaan sosialisasi pendidikan 
politik praktis kepada kaum milenial yang 
dilakukan pemerintah Kota Semarang, 
belum berjalan secara efektif dan tepat 
sasaran. Hal ini menunjukkan hasil 
penelitian bahwa peran Kementerian 
Komunikasi dan Informatika Republik 
Indonesia dan Kementerian Koordinator 
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 
Republik Indonesia, Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) dengan Pemkot Semarang, 
belum efektif, efisien dan tepat sasaran 
dalam menyebarkan informasi yang adil dan 
merata yang dibutuhkan bagi pelaksanaan 
partisipasi politik masyarakat, sehingga 
belum dapat memberikan implikasi yang 
signifikan terhadap partisipasi politik 
masyarakat, khususnya partisipasi politik 
kaum milenial dalam aktivitas politik 
mereka yang sesuai dan sejalan dengan 
ideologi Pancasila dan UUD 1945. 
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